BAB III
RENCANA KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2010

A.	GAMBARAN UMUM RENCANA KINERJA TAHUN 2010
Tahun 2010 merupakan tahun pertama Kementerian Perhubungan mengaplikasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disahkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada tanggal 28 Desember 2010.
Dengan berlakunya peraturan tersebut, maka pada LAKIP Tahun 2010 ini juga disesuaikan dengan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Salah satu penyesuaian tersebut adalah pada lampiran-lampiran pada LAKIP yang kegiatannya difokuskan untuk mengarah kepada Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan.
Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan merupakan uraian dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2010-2014.
Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kementerian Perhubungan untuk menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2010-2014







Proses penjabaran RENSTRA sampai kepada LAKIP dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
Gambar III.1
Hubungan antara RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan, RKA-KL, DIPA Penetapan Kinerja dan LAKIP

 











B.	Program dan Kegiatan Tahun 2010
Adapun program dan kegiatan Kementerian Perhubungan pada tahun 2010 berdasarkan sasarannya adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal dengan Indikator Kinerja Utamanya yaitu penurunan jumlah kejadian kecelakaan transportasi skala nasional, dengan program antara lain :
a) Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat sebanyak 7 (tujuh) kegiatan;
b) Meningkatnya keandalan dan Keselamatan Pengoperasian Perkeretaapian sebanyak 1 (satu) kegiatan;
c) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut sebanyak 8 (delapan) kegiatan;
d) Program Pembangunan Transportasi Udara dan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan  Transportasi Udara sebanyak 2 (dua) kegiatan.

2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah dengan Indikator Kinerja Utamanya yaitu peningkatan jumlah sarana, prasarana, dan lintas pelayanan keperintisan/subsidi pelayanan kelas ekonomi, dengan program antara lain :
a) Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat sebanyak 4 (empat) kegiatan;
b) Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api sebanyak 1 (satu) kegiatan;
c) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut sebanyak 2 (dua) kegiatan;
d) Program Pembangunan Transportasi Udara dan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara sebanyak 1 (satu) kegiatan;



3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi dengan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu 1) Indikator Kinerja Utama Jumlah Lokasi Prasarana Transportasi Yang Dibangun, Direhabilitasi dan Ditingkatkan Fungsinya, dengan program antara lain :
a) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat sebanyak 4 (empat) kegiatan;
b) Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Panjang Jalur Kereta Api sebanyak 1 (satu) kegiatan;
c) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut sebanyak 4 (empat) kegiatan;
d) Program Pembangunan Transportasi Udara dan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara sebanyak 1 (satu) kegiatan.
Dan 2) Indikator Kinerja Utama Jumlah Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana Transportasi antara lain :
a) Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat sebanyak 2 (dua) kegiatan;
b) Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api sebanyak 1 (satu) kegiatan.
4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi dengan rincian :
a) Indikator Kinerja Utamanya yaitu tersusunnya LAKIP Kementerian Perhubungan dengan nilai B dengan Program Pengembangan Transportasi Antarmoda dengan 2 (dua) kegiatan;
b) Indikator Kinerja Utamanya yaitu Laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Program Kepemerintahan yang baik sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan Program Penerapan sistem pemerintahan yang baik sebanyak 2 (dua) kegiatan;


c) Indikator Kinerja Utamanya yaitu Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan  yang ditetapkan dengan Program Pengelolaan dan penyelenggraan transportasi darat sebanyak 2 (dua) kegiatan, Program Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan 1 (satu) kegiatan, Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi udara, dan Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik dengan 1 (satu) kegiatan.
d) Indikator Kinerja Utamanya yaitu Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti/lulus diklat serta memiliki sertifikat manajemen dan teknis dibidangnya dengan Program Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan dan Teknik sebanyak 1 (satu) kegiatan, Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Udara, dan Program Penerapan Kepemerintahan yang baik sebanyak 1 (satu) kegiatan, Program Pendidikan Tinggi sebanyak 2 (dua) kegiatan, Program Pemerintahan yang baik sebanyak 1 (satu) kegiatan, Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur sebanyak 1 (satu) kegiatan, program penerapan sistem pemerintahan yang baik oleh Inspektorat Jenderal sebanyak 2 (dua) kegiatan, program penerapan sistem pemerintahan yang baik oleh Sekretariat Jenderal sebanyak 1 (satu) kegiatan.		
5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim dengan Indikator Kinerja Utamanya yaitu Jumlah sarana dan prasarana  transportasi yang memenuhi sertifikat kelaikan, dengan program antara lain:
a) Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat sebanyak 2 (dua) kegiatan;
b) Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana sebanyak 2 (dua) kegiatan;
c) Penelitian dan pengembangan perhubungan sebanyak 2 (dua) kegiatan.

C.	Alokasi Anggaran Tahun 2010
Sesuai Pagu Definitif yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE- 2679/MK.02/2009 tanggal 24 September 2009 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara / Lembaga Tahun 2010 bahwa alokasi anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2010 sebesar Rp.15.833.835.889.000,- (15,83 Trilyun) dengan perincian  untuk masing-masing Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut :
	a.
	Sekretariat Jenderal
	Rp
	322.940.226.000,-

	b.
	Inspektorat Jenderal
	Rp
	71.001.767.000,-

	c.
	Ditjen Perhubungan Darat
	Rp
	1.838.442.619.094,-

	d.
	Ditjen Perkeretaapian
	Rp
	3.729.460.695.000,-

	e.
	Ditjen Perhubungan Laut
	Rp
	4.438.417.303.000,-

	f.
	Ditjen Perhubungan Udara
	Rp
	3.873.546.579.000,-

	g.
	Badan Litbang
	Rp
	87.828.682.000,-

	h.
	Badan Pengembangan SDM
	Rp
	1.472.198.018.000,-


Di dalam perjalanannya, terdapat perubahan pagu DIPA awal tahun 2010 sebesar Rp. 15.83 Trilyun menjadi sebesar Rp. 17.89 Trilyun antara lain disebabkan penambahan dari adanya percepatan penarikan PHLN sebesar Rp. 223,8 M, APBN-P sebesar Rp. 1,74 Trilyun, penambahan pagu penggunaan PBNP sebesar Rp. 50,7 M dan dana dari satker Badan Layanan Umum sebesar Rp. 51,8 M, dan adanya program pemotongan sebesar         Rp. 11,1 M. 
Tahun Anggaran 2010 Kementerian Perhubungan memperoleh alokasi dana BA. 999 sebesar Rp. 2,75 Miliar,  dengan rincian sebagai berikut :
a) Kegiatan Public Service Obligation (PSO) pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sebesar Rp. 535 M;
b) Kegiatan Public Service Obligation (PSO) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sebesar Rp. 600 M;
c) Kegiatan Bea Masuk Di Tanggung Pemerintah (BMDTP) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sebesar Rp. 161,90 M.
Tabel III.1 
Perkembangan Alokasi Dana Selama Tahun Anggaran 2010 
Kementerian Perhubungan

	NO.
	UNIT KERJA
	PAGU AWAL
	PEMOTONGAN
	LUNCURAN/ PENCANTUMAN/ PERCEPATAN PENARIKAN PHLN
	APBN-P
	PENAMBAHAN PAGU PENGGUNAAN PNBP
	BLU
	TOTAL PAGU AKHIR

	1
	Sekretariat Jenderal 
	322,940,226
	                                 - 
	                                      - 
	                                - 
	                                - 
	                                - 
	           322,940,226 

	2
	Inspektorat Jenderal
	71,001,767
	                                 - 
	                                      - 
	                                - 
	                                - 
	                                - 
	             71,001,767 

	3
	Ditjen Phb. Darat 
	1,838,442,619
	                                 - 
	                                      - 
	                                - 
	                                - 
	                                - 
	       1,838,442,619 

	4
	Ditjen Perkeretaapian 
	3,729,460,695
	1,110,000
	174,511,692
	14,000,000
	                                - 
	                                - 
	       3,916,862,387 

	5
	Ditjen Phb. Laut 
	4,438,417,303
	10,040,862
	12,000,000
	137,500,000
	45,139,559
	                                - 
	       4,623,016,000 

	6
	Ditjen Phb. Udara 
	3,873,546,579
	                                 - 
	37,317,424
	546,500,000
	5,635,905
	                                - 
	       4,462,999,908 

	7
	Badan Litbang Phb.
	87,828,682
	                                 - 
	                                      - 
	                                - 
	                                - 
	                                - 
	             87,828,682 

	8
	Badan PSDM Phb.
	1,472,198,018
	                                 - 
	                                      - 
	1,048,400,000
	                                - 
	51,865,300
	       2,572,463,318 

	JUMLAH
	15,833,835,889
	11,150,862
	223,829,116
	1,746,400,000
	50,775,464
	51,865,300
	17,895,554,907


Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan Kemenhub, 2010

D.	Kegiatan-kegiatan Prioritas Tahun 2010
1. Sekretariat Jenderal
1) Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan;
2) Penyusunan Aplikasi Pengelola Data Prasarana Transportasi Hasil Program Pembangunan Sektor Perhubungan;
3) Penyusunan Program Pengembangan Prasarana Transportasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi Lintas Batas Negara;
4) Penyusunan Kajian Remunerasi Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5) Penyusunan Standarisasi kompetensi Jabatan Struktural Sektor Perhubungan;
6) Pengadaan dan Pemasangan Securitry Acces Gedung Karsa;
7) Pemeliharaan Portal Kementerian Perhubungan;
8) Pemeliharaan Jaringan, CCTV, Server Internet dan Pengembangan Unified Communication Kementerian Perhubungan
9) Studi Perumusan dan Penyusunan Pedoman investigasi Kecelakaan Transportasi
10) Penerbitan Majalah Trans Media Tahun 2010

2. Inspektorat Jenderal
1) Pengawasan dan pemeriksaan dengan audit kinerja dan non kinerja
2) Pendidikan dan pelatihan teknis antara lain Diklat Perkeretaapian, Diklat Ketatalaksanaan Angkutan Laut, Diklat Kebandarudaraan
3) Pendidikan dan pelatihan fungsional antara lain Diklat Reviu Laporan Keuangan dan Diklat Audit Kinerja
4) Penyelenggaraan ceramah, diskusi, seminar, sarasehan
5) Monitoring, koordinasi dan konsolidasi dengan BPKP, BPK dan hasil audit Itjen
6) Monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Itjen 
7) Monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP
8) Rapat dinas Penetapan Kebijakan Pengawasan
9) Reviu Laporan Keuangan Eselon I Kementerian Perhubungan
10) Evaluasi LAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan
11) Kormonev RAN-PK Kemenhub

3. Ditjen Perhubungan Darat
1) Pengadaan Alat Kinerja Lalu Lintas di Jalan Nasional Tahap II;
2) Pengadaan dan Pemasangan RPPJ dan Nomor Rute di Jalan Nasional Tahap V di Sumatera bagian Utara;
3) Pengadaan dan Pemasangan RPPJ dan Nomor Rute di Jalan Nasional P. Jawa dan Bali (Tiang Portal);
4) Pengembangan Sistem Uji Tipe Kendaraan Bermotor Tahap I;
5) Pembangunan Test Track Tahap II;
6) Operasional dan pemeliharaan Sistem Informasi (VMS) CCTV, Smart Card Terminal;
7) Road Transport and Traffic Management Center (RTTMC);
8) Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2010, Natal 2010 dan Tahun Baru 2011;
9) Pengadaan electronic card di terminal;
10) Pengadaan dan Pemasangan VMS Mobile/Dinamis;
11) Pembangunan Sistem Informasi Lalu Lintas di Jalan Nasional (Tahap III);
12) Pengadaan dan Pemasangan Penggunaan Tracking System Pengoperasian AKAP;
13) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di 3 lokasi (Cikampek-Cirebon, Surakarta, Cileunyi-Tasikmalaya);
14) Pembangunan terminal di 14 lokasi;
15) Rehabilitasi terminal di 3 lokasi (Lampung, Solo Tahap II, Purabaya Tahap II);
16) Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ di 3 lokasi (Pemeliharaan Jembatan Timbang Percontohan, Pemeliharaan Lampu Penerang Jalan di Jalur Pantura, Rehab Peralatan Operasional Jembatan Timbang Tahap III); 
17) Kontengensi Penanganan Bencana Alam;
18) Pengadaan Peralatan Penanganan Kontingensi Bencana Alam;
19) Subsidi operasional bus perintis;
20) Pengadaan bus perintis;
21) Pembangunan Dermaga baru di 9 lokasi;
22) Pembangunan Dermaga lanjutan di 43 lokasi;
23) Pembangunan Dermaga Sungai di 9 lokasi;
24) Pembangunan kapal penyeberangan baru (tahap I) sebanyak 5 unit;
25) Pembangunan kapal penyeberangan lanjutan sebanyak 14 unit;
26) Pembangunan bus air sebanyak 4 unit;
27) Pembangunan breakwater di 4 lokasi;
28) Pengadaan / pemasangan SBNP pelabuhan penyeberangan;
29) Pembangunan Rambu Sungai Danau di 11 lokasi;
30) Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan di 3 lokasi [(Anjir Kelampan, Kalteng Tahap II), (Ajir Serapat,Kalteng Tahap II), (Sungai Kapuas Kalteng)];
31) Rehabilitasi dan peningkatan dermaga penyeberangan di 6 lokasi;
32) Rehabilitasi dan peningkatan dermaga sungai di 11 lokasi;
33) Rehabilitasi dan peningkatan dermaga danau di 4 lokasi;
34) Penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis (pemberian subsidi) sebanyak 91 lintas;
35) Penerapan ATCS di Kota Bogor;
36) Penataan Fasilitas Pejalan Kaki di Kota Bukittinggi;
37) Sosialisasi Kebijakan Transportasi Perkotaan;
38) Kebijakan Transportasi Perkotaan;
39) Pengadaan Bus Sedang Non AC Euro II Engine PS ≥ 120 (Bantuan Angkutan Kota/Pelajar/Mahasiswa);
40) Pengadaan Bus Sedang AC Euro II Engine PS ≥ 120 (Bantuan Pengembangan Angkutan Umum Massal/BRT);
41) Pengadaan Bus Besar AC Euro II Engine Bantuan Untuk Pengembangan Angkutan Umum Massal/BRT;
42) Pengadaan Bus Besar AC Euro II Engine (Bantuan Untuk Pengembangan Angkutan Umum Massal) 2 Pintu;
43) Pengadaan Konverter Kit Pada Kendaraan Umum Termasuk Instalasi;
44) Perencanaan Umum Kebijakan Teknis Bidang Transportasi Darat;
45) Penayangan di Media Televisi;
46) Pembuatan Desain Sosialisasi Keselamatan;
47) Sosialisasi Keselamatan Melalui Radio;
48) Sosialisasi Keselamatan Melalui Media Cetak;
49) Pembuatan Film Animasi Keselamatan;
50) Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan;
51) Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi T.A. 2010;
52) Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan;
53) Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Umum AKAP/AKDP;
54) Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Taksi Bandara Soetta;
55) Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan B3;
56) Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Nasional Tahun 2010;
57) Pelatihan Audit Keselamatan Jalan (4 propinsi);
58) Pelatihan Penelitian Kecelakaan ASDP (2 Provinsi);
59) Pemberdayaan Audit Keselamatan ASDP;
60) Pelatihan Audit  Keselamatan Alur Pelayaran ASDP (4 Provinsi);
61) Pemberdayaan Audit Keselamatan Jalan;
62) Pengadaan Peralatan Inspeksi Keselamatan LLAJ;
63) Pengadaan Helm Anak.

4. Ditjen Perkeretaapian
a. Peningkatan Aksesibilitas
1) Pengadaan KRL Baru (Program KfW Jerman/PLN) termasuk ECA (10 set) termasuk jasa konsultan;
2) Pengadaan KRDI Baru 1 Set @ 4 Unit Lebar Spoor 1.067 mm;
3) Pengadaan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3), penyelesaian (13 unit) dan tahap I (11 unit);
4) Pengadaan Kereta Makan Penumpang Kelas Ekonomi Dilengkapi dengan Pembangkit Listrik & Fasilitas Penyadang Cacat (KMP3);
5) Penyelesaian Pengadaan Railbus @ 3 Unit.
b. Peningkatan dan pembangunan
1) Pembangunan jalan KA sepanjang 82,65 Km; 
2) Peningkatan jalan KA sepanjang 260,81 Km; 
3) Peningkatan jembatan KA sebanyak 67 buah;
4) Peningkatan sintelis sebanyak 29 paket; 
5) Pembangunan Bangunan Operasional 5 pkt;
6) Pengadaan alat fasilitas sarana/prasarana perkeretaapian.


c. Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Kereta Api
1) Rehabilitasi Jalan KA di Km.446+2/5 antara Lahat - Bungamas.
2) Rehabilitasi Jalan KA di Km.438+3/6 antara Niru - Belimbing Pendopo.
3) Peningkatan Jalan KA akibat Bencana Banjir/Longsor/Ambles dan Normalisasi Drainase antara Labuhanratu - Rejosari 
4) Rehabilitasi Jalan KA Lintas Bandung – Banjar
5) Rehabilitasi Jalan KA Lintas Cikampek – Padalarang
6) Perbaikan Tubuh Jalan KA akibat Amblesan antara Tanggung - Kedungjati lintas Semarang – Solo
d. Jasa Konsultan
1) Review Design dan Supervisi Pembangunan Jalur Ganda Segment III lintas Cikampek - Cirebon (JBIC IP-489);
2) Engineering Services Railway  DT on Java South Line III (Kutoarjo - Kroya), Loan JBIC IP-540; 
3) Engineering Services Jakarta MRT Project, Loan JBIC IP-536;
4) Jasa Konsultansi Desain Pemb. Jalur Ganda Cirebon - Kroya Segment I dan III (Loan JICA) IP-548);
e. Penyusunan Detail Desain Kegiatan
1) DED Peningkatan Jembatan KA untuk RM 1921 Lintas Kalisat (Km. 214+462) - Panarukan (Km. 284+016); 
2) Kajian Kelayakan dan DED Peningkatan Jalan KA lintas Kalisat (km.214+462) - Panarukan (Km.284+016);
3) Penyusunan Detail Desain Jembatan KA lintas Medan - Tebing Tinggi - Kisaran - Rantauprapat sebanyak 13 BH;
4) DED Pembangunan Shortcut Solok – Padang;
5) DED Pembangunan Jalur KA dari Sta. Duku Km.26+032 - Bandar Udara Internasional Minangkabau (±  4 KM);
6) DED Pembangunan Jalan KA lintas Soreang - Ciwidey dan LARAP;
7) Pradesain Pembangunan Jalan KA Rancaekek - Jatisari – Kertajati;
8) Peny. Detail Design Jembatan KA bentang > 15 m antara Losari - Cirebon Prujakan;
9) DED Pembangunan Jalan KA Jalur Ganda antara Semarang - Tawang - Gabus (segment I);
10) DED Pembangunan Jalan KA Jalur Ganda Ant. Gabus - Bojonegoro (segment II);
11) STD Jembatan KA Rawan di Wilayah Daop IV Semarang (5 BH);
12) DED Pembangunan Jalur Ganda Semarang – Pekalongan;
13) DED Pembangunan Jalur KA Dari Stasiun Waru Ke Bandar Udara Juanda;
14) DED Pembangunan Jalan KA  Jalur Ganda Bojonegoro - Surabaya Pasar Turi (Segment IV);
15) Detail Desain Pembangunan Jalan KA Jembatan dan Sintelis Jalur Ganda antara Maja – Rangkasbitung;

5. Ditjen Perhubungan Laut
a. Bidang Angkutan Laut terdapat 7 (tujuh) kegiatan:
1) Subsidi Pelayaran Perintis: Trayek pelayaran perintis sebanyak 65 trayek di 29 pangkalan perintis sebesar Rp. 271,58 M;
2) Pembangunan 3 unit kapal perintis (750 dan 500 DWT), 3 unit kapal (1200 GT) dan 10 unit kapal Marine Surveyor sebesar Rp. 128,62 M;
3) National Single Window : Pengembangan INAPORTNET untuk mendukung NSW sebesar Rp. 9,7 M;
4) Pembangunan Pusat Pelayanan Terpadu Sistem Informasi Manajemen : Pembangunan 1 Paket di Tj. Priok dan Tj. Perak pada satker LALA Angkutan Laut Pusat sebesar Rp. 9,32 M;
5) Pengadaan dan pemasangan peralatan tracking system 1 Paket pada satker LALA Angkutan Laut Pusat sebesar  Rp. 0,99 M ;
6) Kajian dan Survey armada angkutan laut pada satker LALA Angkutan Laut Pusat sebesar Rp. 0,6 M;
7) Pengembangan Website Forum Informasi Muatan dan Ruang Kapal pada satker LALA AngkutanLaut Pusat Rp. 0,56 Milyar.
b. Bidang Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut di 65 (enam puluh lima) lokasi 101 (seratus satu) kegiatan serta 2 (dua) kegiatan pendukung dengan Pagu sebesar Rp. 1.081,14 Milyar;
c. Bidang Keselamatan Pelayaran dan Fasilitas Pendukungnya
1) KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai) sebesar Rp.162,41 Milyar;
2) Pengerukan alur pelayaran di 7 (tujuh) lokasi sebesar Rp.81,52 Milyar;
3) Perkapalan dan Kepelautan sebesar Rp. 6,5 Milyar;
4) Kenavigasian sebesar Rp. 654,90 Milyar.
6. Ditjen Perhubungan Udara
a. Kegiatan Pelayanan  Angkutan Udara Perintis dengan sub kegiatan pelayanan  angkutan udara perintis, subsidi angkutan udara perintis sebanyak 118 rute sebanyak 3.043 drum terdapat pada propinsi   yaitu : NAD, Sumut, Sumbar, Kaltim, Kalteng, Sulut, Sulsel, Sulbar, Sultra, Sulteng, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat alokasi dana Rp. 249.953.539.000-,:
b. Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana     Bandar Udara meliputi sub kegiatan :
1) Pembangunan Bandar Udara Kualanamu dengan alokasi dana   sebesar Rp. 1.035.298.594.000,- ;
2) Pembangunan Bandar Udara Hasanuddin-Makassar dengan alokasi   dana sebesar  Rp. 53.985.425.000,- ;
3) Pembangunan Fasilitas Terminal seluas 12.371 m2 pada 9  Bandar Udara dengan alokasi dana Rp. 46.564.000.000,- ;
4) Pembangunan Fasilitas Gedung dan Bangunan Operasional seluas 456.260 m2 pada 80 Bandar Udara dengan alokasi dana Rp. 282.868.113.000,- ;
5) Pengadaan Fasilitas Penunjang Operasi Bandar Udara sebanyak 1.883 unit pada 107 Bandar Udara dengan alokasi dana Rp. 78.538.477.000,-.
c. Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana Keamanan Penerbangan sebanyak 270 paket/unit/set pada 61 Bandar Udara dan Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana Navigasi Penerbangan sebanyak 87 paket/unit/set pada 46 Bandar Udara dengan alokasi dana                   Rp. 439.657.476.000,-

7. Badan Litbang
1) Kegiatan studi/penelitian yang terdiri dari studi besar (57 judul), studi sedang (13 judul), dan studi kecil (143 judul) yang dibiayai dengan anggaran pembangunan.
2) Temu karya peneliti;
3) Publikasi/penerbitan ilmiah;
4) Lokakarya/ceramah ilmiah/diskusi ilmiah;
5) Pengadaan buku-buku literatur untuk perpustakaan;
6) Pengadaan komputer dan perlengkapannya;
7) Pengumpulan, penyusunan dan pemutakhiran data statistik.

8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
1) Peningkatan kualitas/kuantitas Tenaga Pengajar melalui Program Beasiswa S2, S3, TOT dan Penyelenggaraan Ikatan Dinas serta Diklat Penyegaran bagi pegawai;    
2) Penyempurnaan regulasi / peraturan – peraturan yang terkait dengan Diklat serta menindaklanjuti KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi dan Undang-Undang Transportasi (Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian);
3) Pembangunan, Peningkatan dan Modernisasi sarana dan prasarana diklat secara bertahap sebagai upaya peningkatan kualitas sarana diklat transportasi yaitu memiliki kompetensi, disiplin, tanggung jawab dan integritas yang tinggi;
4) Pengembangan Kurikulum dan Silaby Diklat (Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum) berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi informasi; 
5) Penyempurnaan Kelembagaan Diklat Perhubungan dan Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka meningkatkan kinerja Keuangan dan Operasional UPT Diklat Perhubungan;
6) Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga antara lain operator, pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan diklat dan penempatan lulusan diklat; 
7) Pengembangan Sistem dan Metode Kegiatan Belajar Mengajar melalui pengembangan Information Technology (Teaching Methodology Improvement); 
8) Peningkatan Penyerapan Lulusan Diklat;
9) Peningkatan Kualitas/Kuantitas SDM Aparatur Perhubungan melalui beasiswa program S2 dan S3 yang bekerjasama dengan 5 Universitas di Indonesia (UGM, UI, ITB, UNDIP, ITS). Khusus untuk UGM dikembangkan kerjasama dengan program Sandwich di Swedia khususnya untuk Transportasi Darat (Jalan Raya dan Kereta Api);
10) Peningkatan Kuantitas / Kualitas serta Pemenuhan Tenaga Pendidik di lingkungan Badan Diklat Perhubungan;
11) Program lanjutan Pembibitan melalui beasiswa ikatan dinas bagi masyarakat yang memiliki kualitas unggul sebagai calon SDM Aparatur Dephub   (Ditjen  Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian) dengan Pilot Project tahun 2008 yang terdiri dari:
a) Officer Plus (OP-60) yaitu Program DIV Kepelautan untuk jurusan Nautika dan Teknika;
b) Praja 40 yaitu Program DIV Diklat Transportasi Darat;
c) D.IV AIP-30 (Aircraft Inspector Plus), D.IV ATC Auditor dan Program D.III Pilot MPL-120 (Multi Pilot License).
12) Penyusunan DED Pembangunan Akademi Perkeretaapian Indonesia (lanjutan);
13) Studi Kelayakan Pembangunan Balai Diklat Transportasi Darat di Makassar;
14) Studi Kelayakan Pembangunan Balai Diklat Transportasi Darat di Papua;
15) Studi Kelayakan Pembangunan Balai Diklat Transportasi Darat di Kalimantan;
16) Penyusunan Grand Desain Diklat Transportasi Darat;
17) Pengembangan Kampus STTD Bekasi menjadi kampus ideal   Tahap II;
18) Pembangunan Balai Diklat Pelayaran NAD;
19) Pengembangan Kampus PIP Makassar;
20) Pengembangan kampus BP2IP Surabaya Tahap III;
21) Konstruksi dan Equipment, Konsultasi, Education and Training Program (METI Project);
22) Pengembangan STPI Curug menjadi Center of Excellence;
23) Pembangunan Fasilitasi Diklat Jurusan Teknik Pesawat Udara (TPU) ATKP Surabaya;
24) Penyusunan Studi Design Pembangunan Metode Diklat berbasis IT (e-learning);
25) Pembangunan Jaringan Terpadu UPT Diklat Perhubungan;
26) Penyelenggaraan Diklat Wajib Aparatur Perhubungan;
27) Diklat Peningkatan Kualitas Dosen Badan Diklat perhubungan dan Aparatur Kementerian Perhubungan;
28) Rehabilitasi/Perbaikan Sarana Prasarana Diklat.
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